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PENUTUP

A. Kesimpulan

a.

B. Saran

Alat bukti informasi atau dokumen elektronik merupakan alat
bukti baru dalam pembuktian suatu perkara pidana korupsi.

Alat bukti informasi dan dokumen elektronik mempunyai
kekuatan pembuktian apa bila dapat di akses, di jamin keaslian
dan keutuhannya.

Alat bukti informasi atau dokumen elektronik dapat digunakan
dalam perkara pidana korupsi selama bisa di peroleh dan di
buktikan dalam persidangan perkara korupsi.

Penggunaan alat bukti informasi atau dokumen elektronik sanggat
membantu aparat penegak hukum untuk menggungkap suatu

tindak pidana korupsi.

Bagi Hakim, Jaksa Penuntut Umum, Penyidik, dan Advokad untuk

memahami tentang arti pentingnya prinsip pembuktian terkait dengan

perkembangan penggunakan alat bukti informasi atau dokumen

elektronik dalam perkara pidana korupsi, agar mempunyai satu

pemikiran yang sama tentang nilai kekuatan pembuktian alat bukti

informasi atau dokumen elektronik dalam perkara pidana korupsi.
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